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BUPATI CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan untuk mewujudkan iklim usaha yang
kondusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,
melindungi kepentingan umum, kelestarian lingkungan
dan berkeadilan;

b. bahwa pemerintah daerah wajib mengendalikan,
melindungi, menyederhanakan dan menjamin kepastian
hukum dalam berusaha;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan
dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2003 Nomor 45 Seri C Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 53);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN DAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan
PTSP.

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
menerus.

7. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
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9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan
di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan,
tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat-
tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Gangguan (Hiderordonatie) Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940
Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO).

Pasal 3

Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dikecualikan terhadap:
a. kegiatan usaha yang mempunyai dokumen AMDAL;
b. kegiatan yang berlokasi didalam kawasan industri;
c. kegiatan yang berada didalam bangunan atau lingkungan yang telah

memiliki izin gangguan;dan
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d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau
persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau
persil.

Bagian Kedua
Kriteria Gangguan

Pasal 4

Kriteria Izin Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
a. gangguan lingkungan;
b. gangguan kemasyarakatan; dan
c. gangguan ekonomi.

Pasal 5

(1) Klasifikasi gangguan dalam kegiatan usaha terdiri dari:
a. gangguan besar;
b. gangguan sedang;
c. gangguan kecil; dan
d. gangguan sangat kecil.

(2) Jenis usaha yang termasuk gangguan besar, gangguan sedang, gangguan
kecil dan gangguan sangat kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan Izin Gangguan dipersyaratkan
mengisi formulir permohonan izin.

Pasal 7

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah diisi
dilampiri dokumen sebagai berikut:
a. Izin Gangguan baru:

1. photo Copy KTP pemilik/penanggung jawab;
2. photo Copy Akte pendirian dan pengesahannya apabila badan usaha;
3. photo Copy Status kepemilikan tanah;
4. gambar Lokasi;
5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) yang diketahui instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Daftar ulang:
1. izin gangguan asli;
2. photo copy KTP Pemilik/penanggung jawab;
3. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi yang belum memiliki.

c. Pindah tangan:
1. izin gangguan asli;
2. photo Copy KTP Pemilik /penanggung jawab yang baru;
3. photo copy akte perubahan dan persetujuannya dari yang berwenang bila

badan usaha;


